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b. Surat Izin Penelitian 
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1.2. Dokumentasi Pengumpulan Data 
 
 

Wawancara bersama 

dengan  Analis 

Kebencanaan Sub Bidang 

Kesiapsiagaan Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten 

Bantaeng      tanggal      13 

September 2022. 

 
 
 
 
 

Wawancara  bersama 

Camat wilayah Kecamatan 

Bantaeng Kabupaten 

Bantaeng pada 14 

September 2022 
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Wawancara bersama 

Lurah wilayah Kelurahan 

Tappanjeng Kecamatan 

Bantaeng Pada 15 

November 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wawancara bersama 

Masyarakat korban banjir 

tahun 2020   dan   2021 

pada     16     September 

2022. 
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Wawancara bersama Hasrah 

Masyarakat korban banjir tahun 

2020 pada 17 September 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peta Rawan Bencana Kabupaten Bantaeng 
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Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bantaeng 



136 
 

 
 
 

1.3. Foto Kejadian Banjir 2020 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2013 NOMOR 2 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAE 

NOMOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG 
 

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS PO 
BADAN PENANGGULANGAN BEN 

KABUPATEN BANTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN 

BUPATI BA 
 

Menimbang : a. bahwa 
peny 
ben 
di 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2018 NOMOR 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang   : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tetang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah 
daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana; 

b. bahwa wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki kondisi 
geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis 
yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, 
bencana non-alam, maupun bencana sosial yang 
berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian 
harta benda, kerusakan sarana prasarana umum dan 
sosial, kerusakan lingkungan serta kerusakan dan 
kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai sehingga 
diperlukan upaya antisipasi dan penanggulangan 
bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan  tepat 
dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh 
potensi yang terdapat di Kabupaten Bantaeng; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 
Mengingat      : 1.  Pasal  18  a  yat  (6)  Undang-Undang  Dasar   Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang    Nomor    28     Tahun     1999     tentang 
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